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PERATURAN GUBERN''R LAMPUNG
NOMOR <2 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPER &E:IONAL PROSEDUR

PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

iimbang

Mengingat

DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ITAHA ESA

GUBERNUR LAMFUNG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Infc rmasi dan . Dokumentasi -Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan ses\al dengo
ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung o .
Tahun 2013 tentang pelayanan informasi public, Hcriu
disusun Stander Operasional Prosedur Pelayanan Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Provinsi Lampung;

bghwa berdasackan nertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat
berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan

berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Gubernur Lampung;

‘Undang-Undan;; © Nomor- 14 Tahun 1964 . tentang .
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Uridang Nomo: 3 Tahun 1964 tentang Pembentu kan
Daerah Tingka: I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomo: 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkit I Sumatera Selatan menjadi Undang-
Undang; '

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kc_;erbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undangz Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Punhk

3 Undang-Uncian ;3 Nomor 43 I‘ahun 2009 tentang Kearsipan,

.Undang-Undanr.{ Norzor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintehan Daerah sebagaimana telan aiubah beberapa
kali terakhir idengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

. Peraturan Meniteri Negara Pendayagunasn Aparatur Negara

Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedomean
Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan instzn &
Pemerintah;



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

- -

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun
2013 tentang Pel--z;-'anan Informasi Publik;

9. Peraturan Daera,y Provinsi Lainpung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PROVINSI LAMPUNG.

LEAB 1
KETENTUAN UMUM
Pisal 1 '

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

7
2.

Daerah adalah Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung.

Guberr ur adalah ;Gubemur Lampung.

Perangl:at Daeral: adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provirfisi Lampung.

Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi
Lampung.

Badan Publik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Badan Publik adalah lembaga Pemerintahan Provinsi
Lampung dan . Organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber darn Anggaran

Pendapatan dan Jelarya Daerah dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negs 1a.

Informasi adalal” keterangan, pernvataan, gagasan, dan
tanda-tanda yany mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjeli sannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan fcrmat sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelekfronik,.



Q.

. Pejabat T2ngelola Informasi dan Dokumentasi

Informasi Publik adalah informzsi vang dihass

o ‘ kan, disimpan, dikeloly,
dikirim, dan/atau diterima oleh siatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggarean negara dan/atuu penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesua® dengan Undang-Undang
tenitang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

: Provinsi yang selanjutnya
disingkat PPID Provinsi adalah prjabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendoXumentasi: n, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Lingkungan Pemerint:h Provinsi Lampung

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pem
disingkat PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyedian dan/atau pelayanan informasi
di PD masing-masing di Lingkungen Pemerintahan Provinsi Lampung.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkaian pecunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelarasan
tugas-tugas PPID.

Pernohon Informasi Putlik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan inforrnasi publik sebagaimana
diatur dalam peraturan perundung-undangan. Atau Pemohon Informasi
Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum ataw
adan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi

L

publik sebagaimana diatur dalam eraturan Daerah ini.

Informasi yang Dikecualikan adaleh informasi yang tidak dapat diakses oleh
Pemohon Inforraasi Publik sebagiimana dimaksud dalam Undang-Undsang
tenitang Xeterbukaan Informasi Publik.

" Pengklacifikasian Informasi Publik adalah pe: etapan informasi sebagai

Iniormasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

* Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul

(1)

epabila  suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa. menutup Infermasi Publik dapat

melindungi kepentingan yang l¢bih besar daripada membukanya atau
sebaliknya. g

EEiAB II

MAKSUD.DAN TUJUAN
P:asa_l 2

Maksud disusunnya Standar Opersasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat
Pengelola Irnformasi dan Dokulfncntasi (PPID) ini adalah salah satu
kelengkapan yang diperlukan sebagai pedoman untuk mempermudah PPID
Provinsi Lampung dalam mengeldia dan pemberian layanan Informasi dan
dokumentasi kepada masyarakat. f

bantu yang selanjutnya -
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() Tujuan disusunnya Standar Operasional Pro

Pgngelola Informasi dan Dokumentasj (PPID) ini adalah untuk:

a. memberikan kepastian dan Keseragaman
tugas PPID maupun PPID Pembantuy;

b. memberikan standar bagi pej
informasi publik:

sedur Pelayanan Publik Pejabat
dalam proses pelaksanaan
abat PPID dalam melaksanakan pelayanan

¢. Ir}cz'nberxkan kejelasan dan transparansi kepada masya-akat sebawai
penerima layanan mengenai h: k dan kewajibannya; dan :

d. men:mgkatkan pelayanan info:masi publik di lingkungan organisasi/
Lem-aa_gla publik untuk meng hasilkan layanan Informasi publik yang
berkualitas secara cepat, tepat waktu, biaya ringan.

BAB 111

PRINSIP PENYJSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pusal 3
Urinsip penyusunan SOP meliputi:
efisiensi dan efektiritas;
»  berorieniasi pada pengguna;
kejelasan dan kemudahan;
keselarasan;
keterukuran;
dinamis; "2t
2. kepatuhan hukum; dan
1. kepastian hukum. : _ J SLos G
BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Fasal 4

!
SOP Peleyanan Publik Pejabat Pené;elola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

EAB IV
KEWAJIBAN PI’RANGEKAT DAERAH

Fasal 5

(1) Untuk memberikan kejelasan dar kepastian pelaksanaan operasional setiap
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran wajib membuat
SOP teknis Pelayanan Publik PPI[J}.

() Penyusunan SOP teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Gubernur ini dan dapat dijabarkan sesuai tugas, fungsi, dan
peran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan tuges dan
fungsi yang lain. ;



o

FAS YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulaj berlaku; pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang smengetahuinya,

remerintahkan pengundangan Peraturan
(tubernur ini dengan penempatannya

1alam Berita Dzerah Provinsi Lampung.
‘ Diteta; kan di Telukbetung
pada tanggal 25 APRIL. 2017

GUB ERNUR LAM PUNG,

M. ZIDHO FISAKDO

Diundangkan di Telukbetung ;
pada tanggal 2017

!

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembiha Utama Madya ;
NIP. 19580728 198602 1 CO2

SJIRITA DAERAH PROVINSI LAMPUIIG TAHUN 2017 NOMOR........



LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL : 16 Al 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP]
PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI LAMPUNG

EAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang_

Pemenuhan kebutuhan Informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi
anusia. Informasi merupakan lebutuhan pokok setiap orang bagi
engembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbulkaan informasi publik
serupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tingg
l.odaulatan .akyat untuk mewujudkan penvelenggaraan Negara yang Dbaik.
ichadiran Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan linformasi Publik) pada 30 April
1010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat
{engan pengecualian yang terbates merupakan sarana mengoptimalkan
sngawasan publik terhadap penyeler. ggaraan negara dan Badan Publik lainnya
“erta merjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di
irdonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Undang-Undang ini mendorong
semerintahan  menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan
.zuntabel. Pemberlakuan Undang-Undang Komisi Informasi Publik telah
emberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperolen
‘Wormasi Publik. Dimana, setiap badan Pablik mempunvai kewajiban dalam
nenyediakan dan melayani permchonan Informasi Publik secara cepat, tepat
vektu,biaya ringan dan cera sederbana. Salah satu tugas Pejabat Pengelola
normasi dan Dokumentasi (PPI[Y) adelah menyediakan informasi dan
. kumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut,
ID menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi
oublik di lingkungan PPID Provinsi Lampung, dengan adanya Standart
“perasional Prosedur Pelayanan Infcrmasi Publik ini dapat menjadi pedomar
jen petunjuk dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan vrima
«epada masyarakat. Diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan

1inrmasi Publik dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap inforniusi
ng berkualitas dapa* terpenuhi. '

. Landasan Hukum

f—y

Undang-Undang Nomor 14 Tahuin 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 teitang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momo: 3 Tabun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Ncgcri-'_ Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota.



Maksud dan Tujuan

.. Maksud l
Pedoman ini merupaksn salah satu keiengkapan yang diperlukan sebagai acuan

untuk mempermudah PPID Provinsi Lampung dalam mengelola dan pemberian
luyanan Informasi dan dokumentasi ke pada masyaralat.

Tujuan

memberikan kepastian dan keserigaman dalam proses pelaxsanaan tugas
PPID maupun PPID Pembantu;

i memberikan standar bagi pejaf‘)at PPID dalam melaksanakan pelayanan
nformasi publik; ' T : e

memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebag..
penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya; dan

meningkatkan pelayana: informasi publik di lingkungan organisasi/
Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang
berkualitas secara cepat, tepat waktu, biaya ringan.
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BAB II

PEJABAT PENGELO’.A INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
| PROVINSI LAMPUNG

 tiedudukan PPID

Keduduken dan penunjukkan FPID Provinsi Lampung
... PPID berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
. PPID ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung.

.. Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung. '

.. Kedudukan dan penunjukkan PPID pembantu/Perangkat Daeran

. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkedudukan di satuan kerja masing
masing.

h. PPID Pembantu/Perangkat Daersh ditetapkan dengan keputusarn Kepala
Perangkat Daerah.

‘"ugas dan Fungsi

‘Tugas dan Fungsi Atasan PPID.

Tugas:

Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan inforreasi dan
dokumentasi publik di lingkungan }:F‘emerintah Provinsi Lampung.

Fungsi:

1. Pembina cdan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan

pelaksanaan pelayanan inforrpasi publik di lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung. '

Pemberian pertimbangan atas ii'}formasi yang dikecualikan, pertimbangan

atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung. |

|
|
1]
|
i

>. Tugas dan #Fungsi PPID Provinsi Laﬂnpung

Tugas:

Merencarakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiata 1 pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi La.npung.

Fungsi:

a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh Perangkat Daerzah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Penataan dan penyimpanan ini?‘ormasi publik yang diperoleh dari seiiun
Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelaksanaan konsuliasi inform%asi publik yang termasuk dalam kategori
dikecualikan dan informas’ yang terbuka untuk publik.
:

d. Pendampingan Penyelesaian sengketa inforinasi.



————

3 Tugas dan Fungsi PPID Pembantu/Perangkat Daerah

Fugas:

C

Merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan, mengawasi  dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di
ingkungan Perangkat Daerah Pemerintan Previnsi Laiapung.

sungst:

4 membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan
sesuai kebutuhan; ; R o

. melaksanakan kebijakan teknis ir:formasi dan Aokumentasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya; '

¢. menjamin ketersediaan dan aksélerasi informasi dan dokumentasi bagi
pemohon layananan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

¢. mengumpulkan, mengolah, rnenékompiiasi bahan dan data lingkup PD
masing-masing menjadi bahan infc'l-rmasi publik.

H
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BJ}B 1

RUANG LINGKUP STANDAE;R OPERASIONAL PROSEDUR |
PELAYANAN IN:'FORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan
lungsinya harus memiliki standart pe'ilayanan yang berkaitan dengan prosedur
dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan
~ajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adepun standart pelayanan informasi ‘publik, sebagai berikut:

Proses Pelayanan Informasi Publik ._
Alur kerja PPID dalam memproses Felayanan Informasi Pubiik

| Bulmmmﬂ \ uﬁ_hmmm&?wﬂ‘
Pemwhon | Sckretariat || Data dan Kiasifikasi “pokmuentasi  f  {tnyclésala
_ i siInforninst . Aleforimads | Bengketwy

Tidak

Ya

- . Asas Pelayanan Informasi Publik

|, Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan d4apat di akses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

». Akuntabilitas :
Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kotentuan peraturan

perundang undangan.



Ay —

i. Kondisional

SEREE s -
_t;elsuaz deizan kondisi dan kemarr:lpuan pemberi dan penerima pelayanan
“€ngan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

- -

< Partisipatif

Mendorong peran serta masyara ¢at

nformasi publik dengan memperhatike
masyarakat,

dalam penyelenggaraan pelayanan
0 aspirasi, kebutuhan dan harapan

. Kesamaan Hak

ldak diskriminatif dajam arti tidak membedakan suku ,ras ,agama
solongan, gender dan status ek ynorni.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pem_ben dar penerima pe'ayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban
masing masing pihak.

simbol Diagram Alur SOP

>imbo! Diagram elur yang digunakan dalam penyusunan SOP PPID rerdiri
4ias empat simbol Sebagai simbol dasar diagram alur sebagai berikut:

L. Simbo! kapsul/terminator {
mulai dan berakhir;

2. Simbol kotak/Proses ( §
eksekusi;

3 ) untuk mendeskripsikan kegiatan

) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan

3. Simbol belah ketupat ( ) u.miuk mendeskripsikan kegiatan
pengambilan keputusan;

4. Simbol anak panah/arrow ( e ) untuk mendeskripsikai aroh proses
kegiatan

Jenis-jenis SOP PPID
1. SOP Penyusunan Daftar Info:masi Publik

Dalam menyusun daftar iniormasi publik diperlukan berbagai tahap
yang terdiri atas tahap poagumpulan informasi, tahap klasifikasi,
tahap dokumentasi, tahap: penetapan, dan pengumuman daftar
informasi publik termasuk: mengunggah (upload) daftar informasi
publik dan dokumennya ke clalam website Provinsi Lampung.

a. Tahap Pengumpulan Informasi

Beberapa hel yang harus;diperhatikan oleh setiap Perangkat Daerah
di lingkungan Pemeriniah Provinsi Lampung delamn kegiatan
pengumpulan informasi alda_lah:

b. Pengklasifikasian Informs?,si

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang
dikecualikan. ’
1) Informasi yang bersifat publik
Dikeiompokkan berdiasarkan subvek informasi sesuai dengan
tugas pokok, fungsi d in kegiatan sctiap saiuac i,

(a) Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib
disediakan dan di imumkan secara berkala, meliputi:
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1. Profil yang meliputi seperti sejar
organ sasi, tuj‘_uan, kedudukan,
progrium kerja, dan sehagainya

h singkat, struktur
tugas dan fungsi,

2. Informasi mengenai kKegiatan dan kinerja Pemerintah

Provmsll Lampung, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
sebagainya

3. Info:l‘ma.sx Imengenai laperan keuangan, seperti laporan
realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan
pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya

4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangurn

S. Informasi yang lchih detil atas permintaan pemohon

Informasi yang waj b diurnumkan secara serta merta, yaitu
informasi yang dap it mengancam hajat hidup orang banyak
dar. ketertibar umum, meliputi:

1. Informasi mengenai hencan: alam, seperti: daerah

potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir,
dan sebagainya,

2. Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan
hasil pemeriksnan lirabah bahan kimi vang berada di
sungai, laut atau daerah pemukiman;

3. Informasi menjzénai kebocoran reaktor nuklir, seperti
penggunaan rcaktor nuklir untuk pembangkit tenaga
listrik; dan

4. Informasi mc"ngenai penggusuran lahan, seperti
penggusuran lahan untuk kenentingan umum

S. Hai lain yang m2ngancam hajad hidup orang banyak

Informasi publik yef.ng wajib tersedia setiap saat, meliputi:

1. Daitar Iselprulfl informasi publik yang berada di bawah
penguasaan | Pemerintah Provinsi Lampung; tidak
termasuk inforiasi yang dikecualikan.

2. Hasil keputusan Pemerintah Provinsi Lampung dan latar
belakang pertimbangannya

3. Seluruh  kekijakan yang ada serta  dckumen
pendukungnyaidapat dilihat dan/atau Perangkat Daerah

4. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan
pengeluaran taunan

S. Pemerinteh Provinsi Lampung dapat dilinat dan/ztau
Perangkat Dearah

6. Perjanjian Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak
ketiga {
7. Informasi dani kebijakan yang disampaikan Pejabat

Pemerintah Prcvinsi
8. Lampung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

9. Prosedur I{erja! pegawai Pemerintah Provinsi Lampung
yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

10. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahvn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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(2) Informasi Yang Dikecua'ikan
Dalam pengelompokan informasi yang  dikecualilan,

; : periv
diperhatikan hal-hal sel agai berikut:

a) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008.

b) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam
mengelompokkan infcrmasi yang dikecualikan:

1. Ketat, artinya untuk -mengategorikan informasi yang
dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode
yang valid dan mengedepankan-obyektivitas.

2. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus
terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari
penafsiran yang sabyektif dan kesewenangan.

3. Tidak mutlak, aitinya tidak ada informasi yang secara
mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih
besar menghendakinya.

c) Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya
(consequential harm|test) yang menrdasari penentuan suatu

informasi harus dirahasiakan apabita informasi tersebut
dibuka. '

d) Untuk lebih menjarain suatu informasi dapat dibuka atau
ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut
pada poin c¢ dilerigkapi dengan uji kepentingan publik
(balancing public interest test) yang mendasari penentuan
informasi harus ditu.up sesuai dengan kepentingan publik.

e) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan
tertulis tentang imp ikasi informasi dari sisi politik, ekonomi,
sosial budaya, dan psrtahanan keamanan.

A Usulan klasifikasi akses informasi yang bergitat ketat dan
terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b argsa Li «=1 2)

tersebut di atas, | diagjukan oleh KPD yang memiliki
kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan
administrasi. |

g) Penetapan sebagair.éaana tersebut pada huruf b angka 3)
dilakukan melalui re pat pimpinan.

Pendoxumentasian Informasi

Pendokumentasian nformasi adalah kegiatan penyimpanan data dan
informasi, Catatan dan/atau lieterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung guna membantu
PPID dalam melayani permintean informasi. Pendokumentasian informasi

dilaksanakan: sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang
kearsipan dan peraturan di bicang tata persuratan yang
berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1) Deskripsi Informasi:

Setiap Perangkat Daerah membuat ringk: san untuk masing-masing
ienis informasi
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2} Verifikasi Informasi:

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannva.
3) Otentikasi Informas;

-

;.n}akuka'n untuk 'menjamin leeaslian informasi melalui validasi
nicrmasi oleh setiap satuan Keria

4)  Kodefikasi Informasi:

a) Untuk mempermudah per

‘ Icarian informasi yang dibutuhkan, maka
dilakukan kodefikasi ' , |

b) Metode pengkodean ditesitukan oleh masing-masing Perangkat
T_\‘}aerah
S5) Penataan dan Penyimpanan Ir formasi |

Diagram SOP Penyusunan Dz ftar Informasi Publik dapat dilihat pada
Lampiran 1.

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung
dan lavanan tidak langsung melalui media cetak dan elektronik:

dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan
sebagai berikut:

a. Layanan informasi.secara langsung, yaitu layanan informasi publik va~-~

1) Periohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi
formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP
nemohon dan pe1gguna injormasi

2) Petugas membe.ikan tanda bukti penerimaan permintaan informeasi
publik kepada pemohon informasi publik

3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai
dengan formulir permintaan informasi publik yang telah
ditandatangani oleh pemohon informasi publik - .

4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta
oleh pemonon/pengguna informasi. Apabila infoiinasi yang dimiiita
masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan
sesuai dengan ketentuan jeraturan perundangan yang berlaku

5) Petugas memberikan Taida Bukti Penyerahan Informasi Publik
kepada Pengguna Informasi Publik

b. Untuk memenuhi Layanan informmasi yang tersedia dan wuumumkan
secara berkala melalui media btaik online maupun cetak, pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi Prcvinsi Lampung memberikan
layanan tidak langsung melaui media antara lain menggunakan
telepon (0721) 473270, email: kominfo@lampung.go.id dan website :
www.lampungprov.go.id :

Jangka Waktu Penyelesaian In Ormasi
1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi

publik dilakukan setelali pemohon informasi publik memenuil
persyaratan yang telah ditentukan.

2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 {sepuluh) hari
kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuan terrulis. Pemberitahuan
ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan inforinasi

ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permahonan diicrima
atau ditolak. i
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3) Jika PPID me}'nbutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-
lambatnya 7 (twjuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan,

4) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat

pemberitahuan juga dicantimkan materi informasi yang diberikan,

format informasi, serta biava apabila dibutuhkan untulk keperluan
penggandaan atau perekaman.Bila permintaan informasi ditolak,

maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan

berdasarkan UU Komisi Informasi Pusat (KIP).
Diagram SOP Pelayanar Pe mohonan Informasi Publik dapat dilihat
pada Lampiran 2.

SOP Uji Konsekuensi Infrrmesi Publik

Meskipua penyusunan daftar inicrmasi vang dikecuaiikan bukas suati
kewajiben bagi badan publik, nariun penyusunannya secara praktis dapar
membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi informasi yang
diminta pemohon informasi publik apakah te

rmasuk jenis informasi vang
cikecualikan ataukah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

Untuk mengindentikasi, mengklasifikasi informasi yang dikecualikan ada 2
(dua) pendekatan -

a. Pendekatan Aktif

Pendekatan Aktif ini merupakan kegiatan pengecualian informasi
berdasarkan prakarsa dari bedan publix untuk melakukan klasifikasi
informasi sehingga dapat d'pilah dan ditentukan informasi vang
tergolong dikecualikan.

b. Fendekatan Pasif

Penackatan pasif dilakukan karena adanya permintaan informasi dani
pemohon.

Diagram SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran

‘+. SOP Pengajuan Keberatan Pclayans{n Informasi Fublik

Setiap pemohon informasi publik dfqpat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan
alasan berikut. ?

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasn pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Fasai 17,

b. Tidak disediakanya informasi bérkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
g. v

y

c. Tidak ditanggapi permintaan informasi;

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
e. Tidak dipenuhinya permintaan niormasi;

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan

g Penya ipaian informasi yang m elebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai
berikut: :

a. PP'D mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang
akan ditolak.
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PPID mengadakan rapat koordinasi dengen 'nelibatkan SKPD vang terkait
paling lambat 3 hari kerja setelal. surat permohonan diterima PPID

Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangan: oleh seluruh peserta rapat. ’

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik PPID yang akan

memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon
informasi publik secara tertulis:

1) PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon
dan/atau pengguna informasi.

©

PPID mengadakan rapat koo: dinasi dengan melibatkan SKPD yang

terkait paling lambat 3 hari k=rja setelah surat permohonan diterima
PPID,

3) Husil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

4) Hasil keputusan rapat didokumentasikan sccara baik.

Diagram SOP Pengajuan Keberatan “elayanan Inforraasi Publik dapat dilihat
pada Lampiran 4

Penyelesaian sengketa informasi

a.

b.

FPID menyiapkan bahan-bahan Eterkait sengketa informasi.

PPID menyusun kajian dan perfi:mbangarl hukum untuk disampaikan
kepada Atasan PPID.

Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan

MA, maka PPID melakukan penclampingan hukum untuk penyelesaian
sengketa informasi. .

Operasional Pelayanan Informaii Publik

Untuk melaksanakan pelayanan i?.nformasi perlu didakung oleh Front Office
dan back Office yang baik:. :

1) Front Office meliputi:
1. Desk layanan langsumeg
2. Desk layanan via media
2) Back Office meliputi:
1. Bidang pelayanan dan dok:mentasi informasi
2. Bidang pengolahan data ds{i.n Klasifikasi informasi

3. Bidang penyelesaian sengkete informasi.
Waktu Pelayanan Informasi
Dalam memberikan layanan iniformasi kepada pemohon. informasi PPID
menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi Publik . di Sekretariat
PPID yang berada di Dinas Komunikasi, [nformatika dan Statistik Provinsi

Lampunyz. Penyzlenggaraan pelayanan informasi publik dilakasanakan
pada hari kerja senin sampai dengan jumat

Senin-kamis : 09.00 s/d 15.00 WIB
[stirahat : 12.00 3/d 13.00 WIB
Jumat . 09.00 s/a 15.00 WIS

Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB
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Biaya

Pejal;l:ai; pengelola Informasi dan Dokumernta i Menyediakan 4Informasi
publik secara gratis (tidak di puneut biaya) sedangkan untuk penggandaan
dan perekaman, peraohon/pengjmuna informasi publik dapat melakukan

penggadaan informasi sendiri Ai sekitar gedung Badan Publik PPID
setempat. 1

Laporan Operasional Layanan Ir formasi

Pengelolahan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan
melalui pembuetan laporan harien pelaksanaan tugas pelayanan informasi
publik. petugas pelayanan informasi publik. setiap hari membuat laporan
hasil pelaksanaan tugas pelayanan infcrmasi publik disampaikan kepada
bidang |

pelayanan  informasi. Bidang pelayanan informasi pembuat laporan
bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk
disampaikan kepada PPID Provihsi Lampung. Selanjutnya PPID Provinsi
Lampung setiap bulan melaporkan kepada sekretaris daerah Provinsi
Lampung selaku atasan PPID Provinsi Lampung. Laporan tersebut memuat
informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi
,indak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan
informavi publik disertai dengan alasan penolakanya dari waktu diperlukan
dalam memebuhi setiap permirtaan pemohon informasi sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur dalara peraturan perundang-undangan.
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BAB 1V

PENUTUP

Dengan adanya SOP ini, diharapkar. PPID Prov

Pembantu dj setiap Perangkat Duerah mampu  melaksanakan kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentzsi dengan prosedur yang terarah, terukur
dan dapat dipertanggungjawabkan. Diun dengan SOP ini pula bentuk pelayanan
' &i1g mencerviinkan proses pelayanai. yang baik, efektif, efisien dan akuntabel
dapat ditampilkan dan dirasakan penerima layanan sebagai bentuk komitmen
aldés  pengejewantahan  dari tujuan  diberlakukannya Undang-undang

he‘erbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang sejalan dengan rencana aksi Open
tiovernment Indenesia (OGI). -

insi Lampung maupun PPID

GUBERNUR LAMPUNG,
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